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MOTTO

Feputusan manusia yang paling mendapat tantangan berat terhadap
gejolak hati yang kotor bagi manusia lain adalah keadilan yang hakiki.
(Win Danason Rudolf : 782)

Famarudin Base, 1977, 2000 Kata-Eata Mutiara, Surabaya, PT Bina Hmu.
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RINGKASAN

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 memandang monogami merupakan
bentuk perkawinan yang ideal, namun demikian tidak melarang dilaksanakannya
perkawinan poligami asal saja hukum agama dan kepercayaannya tidak melarang.
Pada prinsipnya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami
seperti yang tercantum pada pasal 3 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, terkecuali
dalam hal dikehendaki oleh  yang bersangkutan karena hukum dan agama
mengijinkan seorang suami beristeri lebih dari seorang,

Perkawinan poligami merupakan salah satu perbuatan hukum yang
memerlukan aturan yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Agar dalam
pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah di Indonesia
mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku
secara nasional, yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Berkaitan dengan
pelaksanaan poligami diatas ada beberapa permasalshan yang timbul menuntut
adanya pemecahan, yaitu bagaimanakah prosedur ijin poligami tersebut serta apa
dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan ijin poligami tersebut.

Tujuan dari penulisan skripsi ini selain memenuhi syaat-syarat dan tugas
untuk merath gelar Sarjana Hukum pada Fakulltas Hukum Universitas Jember, juga
mengetahui jawaban atas pertanyaan permasalahan diatas.

Metode pendekatan dengan menggunakan yuridis normatif, yaitu suatu
pendekatan kepustakaan dengan menelash buku-buku afau literatur-literatur yang
berisi konsep-konsep secara teoritis, pendapat para sarjana dan peraturan perunang-
undangan. Perolehun data secara sekunder serta dianalisis menggunakan metode
Deskriptif Kualitatif

Mengenai hasil yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini ialah
mengetahui prosedur ijin poligami di Pengadilan Agama Jember dan mengetahui
dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember untuk mengabulkan

permohonan Poligami. Pada dasarnya Undang-undang nomor 1 taliun 1974 menganut
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asas monogami, namun masih dimungkinkan seorang suami untuk berpoligami,
apabila seorang suami hendak berpoligami maka harus mengajukan permohonan ijin
poligami ke Pengadilan Agama. Apabila permohonan memenuli syarat materiil dan
syarat formil, maka hakim memberikan putusannya berupa ijin untuk berpoligami.
Sebagai saran vyang dapat penulis bertkan adalah hendaknya dalam
memberikan ijin poligami, Pengadilan Agama harus benar-benar selektif dan
diperlukan pemeriksaan secara mendetail khususnya mengenar penghasilan. Hal ini
untuk menghindari poligami yang tidak bertanggung jawab dan melindungi hak-hak

wanita sebagai isteri.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia selalu ingin hidup bersama dengan manusia
lainnya dalam pergaulan hidup. Hidup bersama manusia ini adalah
merupakan perwuwjudan naluri yang memang sudah merupakan
kodratnya. Naluri untuk melanjutkan keturunan terlihat pada diri
manusia dengan adanya naluri seksual. Pemenuhan naluri seksual
pada diri manusia tidaklah sama dengan pemenuhan naluri seksual
pada mahluk hidup lainnya. Pemenuhan naluri seksual pada diri
manusia diatur oleh aturan Tuhan, yaitu berupa perkawinan.

Menurut kodratnya manusia diciptakan oleh Allah untuk
berpasangan. Pada masanya, di dalam kehidupan manusia akan
terjadi suatu peristiwa yang cukup penting yaitu peristiwa
perkawinan, selain peristiwa kelahiran dan peristiwa kematian.
Setiap manusia tentu hanya mengaharapkan ada satu peristiwa
perkawinan di dalam hidupnya dan tidak ada seorang manusia yang
berharap bahwa perkawinan itu akan bersifat sementara. Karena
pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membentuk
keluarga atau rumah tangga yang tenteram, damai dan kekal untuk
selama-lamanya.(Riduan Syahrani: 197 8)

Di negara Indonesia mengenai perkawinan telah diatur didalam
Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Jadi bagi suatu negara dan

bangsa seperti Indonesia mutlak diperlukan adanya Undang-undang
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Perkawinan Nasional yang memberikan landasan hukum perkawinan
yang berlaku untuk berbagai golongan dalam masyarakat.

Perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-undang nomor 1
tahun 1974 adalah sebagai berikut :

“TIkatan lahir batin aniara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa’.

Disini jelas bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat
sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan
saja mengandung unsur lahir atau jasmani saja, akan tetapi juga
mengandung unsur bathin atau rohani dengan tujuan dan maksud
untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Pada azasnya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menganut
azas monogami. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 3 Undang-undang
nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi :

(1) pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya
boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh

nmempunyai seorang suami.

(2) pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk
beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-
pihak yang bersangkutan.

Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan yang berlaku
dalam Hukum Islam, yaitn hukum yang berlaku bhagi mereka yang
beragama Islam. Berdasarkan Firman Allah QS. An-Nissa ayat 3

yang menyatakan bahwa
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“hendakiah kamu kawini wanita yang baik bagimu dua, tiga
atau empat orang. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil,
maka kawinilah seorang saja”“.

Disini seorang laki-laki boleh mengawini sebanyak-hanyaknya
empat orang wanita dengan syarat sanggup menafkahi berlaku adil
antara wanita-wanita itu, jika takut dan khawatir tidak akan berlaku
adil, haruslah beristeri seorang saja.(Soemiyati, 1982).

Berdasarkan pasal 3 Undang-undang nomor 1 tahun 1974
tersebut, berarti poligami masih dimungkinkan terjadi di dalam
masyarakat, sebab Undang-undang Perkawinan itu sendiri
memperbolehkan dan disamping itu juga diketahui bahwa sebagian
besar warga negara Indonesia beragama Islam yang memperholehkan
poligami. Namun demikian bukan berarti poligami dapat
dilaksanakan secara bebas menurut kehendaknya sendiri, melainkan
Undang-undang Perkawinan sudah memberikan batasan-batasan
yaitu harus adanya alasan-alasan dan syarat-syarat yang yang harus
dipenuhi hagi suami yang akan herpoligami .

Dengan demikian, meskipun Undang-undang nomor 1 tahun
1974 secara tegas menetapkan untuk menganut azas monogami,
tetapi undang-undang ini tetap memberikan kelonggaran apabila
dikehendaki oleh yang bersangkutan yaitu jika hukum dan agama
dari yang bersangkutan mengijinkan seorang suami beristeri lebih
dari seorang. Perkawinan dengan lebih dari seorang isteri meskipun
hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat
dilakukan apabila dipenuhi beberapa syarat tertentu dan harus

diputus oleh pengadilan.

Adapun lembaga peradilan yang berwenang memberikan

penetapan ijin poligami bagi suami yang beragama Islam adalah
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Pengadilan Agama, sebagaimana disebutkan dalam pasal 63 ayat (1)
huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yaitu Pengadilan
Agama bagi mereka yang beragama Islam. Hal ini ditegaskan pula
dalam pasal (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.
Yang dimaksud pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka
yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.
Dalam pelaksanaannya apakah seorang suami yang mengajukan ijin
poligami itu teléh sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Sejak berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo
Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka prosedur ijin
poligami di Pengadilan Agama Jember harus memenuhi ketentuan
yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam
pelaksanaannya, apabila seorang suami akan mengajukan ijin
poligami harus memenuhi beberapa macam surat keterangan yang
telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama dan jika telah memenuhi
syarat-syarat tersebut, maka pengadilan tidak akan mempersulit.
Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang dapat diberikan ijin oleh
Pengadilan Agama untuk dapat beristeri lebih dari seorang.

Salah satu dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim
Pengadilan Agama Jember untuk mengabulkan permchonan ijin
poligami adalah karena keadaan fisik seorang isteri yang tidak
memungkinkan untuk menjalankan kewajibannya sebagai isteri

dengan baik.
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1.3 Tujuan Penulisan
Dalam scii:—ip penulisan tidak akan lepas dari adanya tujuan
vang hendak dicapai. Terlebih lagi bila perbuatan tersebut bertujuan
untuk  menghasutkan nilai-nidai tatentu. Dewikian pala  daleam
penulisan skripsi ini, tidak lepas dari adanya tujuan tertentu yaitu
sebagai berikut
L. Untuk wengetahui prosedur ijin poligami di Pengadilan Agama
Jember setelaly berlakunya UU No. 1 tahun 1974 jo. PP No. 9
tahun 1975 .
2. Untuk mengetabuil dasar pertimbangan Hakim Pengadilan
Agama Jember untuk mengabulkan permohonan poligami

dalam perkara No. 3499/ Pdt.G/ 1999/ PA Jr.

1.4 Metodologi

Metode adalah cara pemerolehan data-data yang mendukung
dan dipergunakai dalam setiap penulisan karya ilmiah. Agar suatu
penulisan karya ilmiah u.wmiliki tingkat keilmiahan yang tinggi serta
dapat dinji kebenarannya olehh semua pihak, waka penggunaan

metode yang benar dan tepat sangatlah diperlukan.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan
permasalahan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis normatit adalah
suatu pendekatan kepustakaan dengan menelaah buku-buku atau
literatur-literatur yang bherisi konsep-konsep secara teoritis, pendapat
para sarjana, peraturan tertulis baik peraturan perundang undangan
maupun menelaah  dokomen nyata yakni berkas perkara no.
3499/ Pdt.G/ 1999/ PA.Jr.
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1.4.2. SBumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan sumber
data sekunder, yaitu dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna
mendapat landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan
para ahli disamping itu penulis juga melakukan wawancara dengan

Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Jember.

1.4.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
Penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan beberapa
cara untuk memperoleh data yang diperlukan. Sehingga skripsi ini
mempunyai bobot ilmiah dan dapat diuji kebenarannya. Data yang
diperoleh dan dikumpulkan melalui :
a. Studi Kepustakaan
Study kepustakaan yang penulis lakukan adalah dengan
mempelajari literatur-literatur yang mempunyai hubungan
dengan materi yang penulis bahas. Disamping itu juga dengan
mencari dalam peraturan perundang-undangan yang herlaku
sampai saat ini yang ada hubungannya dengan masalah
poligami.
b, Interview
Pengumpulan data secara interview ini penulis lakukan dengan
turun langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara
dengan pihak yang berwenang, yaitu Hakim PengadilanAgama
Jember Bapak H. Agus Widodo,S.H. dan Panitera Pengadilan
Agama Jember Bapak MuzairinS.H. untuk mendapat
keterangan dan penjelasan yang dapat wendukung

penyusunan skripsi ini.
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1.4.4. Analisa Data

Berkenaan dengan data-data dan permasalahan yang akan
dibahas, maka analisis yang dipakai dalam penulisan skripsi ini
adalah Deskriptif Kualitatif yaitu cara untuk memperoleh gambaran
singkat suatu permasalahan yang tidak berdasarkan angka-angka
hilangan statistik, melainkan didasarkan atas peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah

yang dibahas. (Ronny Hanitijo Soemitro: 1990).
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II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta tentang Permohonan Poligami
a. Kasus Posisi

Gambaran fakta dalam kasus perkara No.
3499/ Pdt.G/ 1999/ PA.Jr adalah sebagai berikut :

pada tanggal 20 Desember 1999, PEMOHON dalam kasus ini,
bernama Satuki Bin P. Kasturi, umur 37 tahun, agama Islam,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bulungan Desa Paseban,

Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember telah mengajukan

permohonan poligami (beristeri lebih dari seorang) kepada

Pengadilan Agama Jember dengan wanita yang bernama Sukarti

Binti Mat Kandar, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,

bertempat tinggal di Gondangrejo Desa Cakru, Kecamatan Kencong,

Kabupaten Jember sebagai calon isteri kedua. Sedangkan

TERMOHON dalam kasus ini bernama Tuginem Binti Siran, umur 35

tahun, agama Isiam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Bulungan

Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.

Pemohon dalam mengajukan poligami dengan disertai alasan-
alasan sebagai berikut :

- pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 12 September
1985, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten
Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor.541/83/1X/ 1985.

-bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon
menempati rumah kediaman bersama yang hingga sekarang belum

dikaruniai anak.
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- Bahwa Pemohon menyafakan keinginannya untuk menikah lagi

(poligami) dengan seorang wanita yang bernama Tuginem Binti
Siran, dikarenakan Termohon mempunyai sakit fisik yaitu lumpuh
sehingga Termohon tidak bisa melayani Pemohon dalam
berhubungan scksual. Oleh karena itu Pemohon sangat khawatir
akan melakukan perbuatan yang dilarang olehh norma agama
apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

- Atas keinginan I’t:ﬁ'l@h@ﬂ, Termohon tidak keberatan suaminya
mentkah lagi dengan wanita lain,

- Bahwa Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan hidup atas isteri-
isterinya beserta anak-anak karena Pemohon bekerja sebagai petani
dan mempunyai penghasilan tetap setiap harinya Rp.8000,-(delapan
puluh ribu rupiahyj.

Berdasarkan alasan-alasan ini, meaka Pemohon mohon agar
Pengadilan  Agama Jember mengadili perkara ini  dengan
menjatubkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;
PRIMAIR :

1. Mengabulkan perm ohonan Pemohon.

2. Menctapkan dan mengijinkan Pemohon untuk menikah lagi

dengan wanita yang bernama Sukarti Binti Mat Kandar.

3. Menmibebankan biaya atas perkara ini sesual dengan undang-

undang yang berlaku. '

SUBSIDAIR @

4. mohon putusan yang scadil-adilnya.

b, Putusan Pengadilan Agama Jember
Bahwa tm‘hadaf: gugatan yang telah diajukan Pemohon

tersebut, maka Pengadilan Agama Jember telah menganmbil
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keputusan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2000 Masehi, yang

bertepatan dengan  tanggal 24 Dzulgidah 1420 Hijrivah Dengan

putusan Nomor : 3499/ Pdt.G/ 1999/ PA.Jr.

Sebelum mengambil keputusaun, Pengadilan Agamma Jember telah

memberikan pertimbangan-pertimbangan, yaitu :

Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah sebagannmana
terurai diatas,

- Menimbang bahwa ijin polgami tersebut harus memenuhi alasan-
alasan dan syarvat-syarat yang ditentukan dalam peraturan
perundang~um’éangm1 dan harus ada pembuktian tentang ada atau
tidaknya alasan atau syarat-syarat tersebut diatas. Berdasarkan
bukti Kutipan Akta Nikah, Pemohon dan Termohon adalah suaini
isteri yang sah dan Pemohon menyatakan keinginannya untuk
menikah lagi dengan alasan isterinya sakit fisik yaitu lumpuh
sehingga Termohon tidak bisa wmelayani Pemohon dalam
berhubungan seksual, Alasan ini telah diakui dipersidangan atau
tidak dibantah kebenarannya sehingga diperoleh bukti bahwa
Termohon dapat dikategorikan sebagai isteri yang tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

_ Termohon tidak keberatan Pemolion menikah lagi, dan Pemohon
menyatakan sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan
anak-anaknya.

- Berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon serta saksi-saksi
terbukti bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua,
hubungannya masing masing satu sama lain tidak ada hal-hal yang
imenjadikan  larangan untuk kawin, baik micnurut  peraturan

perundang-undangan yang herlaku menurut ketentuan Hukum
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kemadharatan yang lebih besar dibanding kemaslahatannya.
-Permohonan ijin beristeri lebih dari seorang oleh Pemohon telah
memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga

cukup alasan untuk diberikannya ijin poligeauni.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,

2. Menetapkan, mengijinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan
seorang wanita bernama Sukarti Bini Mat Kandar deri Desa
Cakru, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

2.2 Dasar Hukum

Berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dalam
penelitian penulis wenentukan dasar hukum yang erat kaitan antara
fakta dan permasalahan untuk kemudian dibahas dalam bab
berikutnya, vaitu tentang :

1. Undang-Undang No. | tahun 1974, khususnya Bab I, pasal 4 ayat
(2) huruf (a), pasal 5 ayat (1) huruf (a), (b) dan (c¢) .

2. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU
No. 1 tahun 1974, khususnya Bab VIII, pasal 40 sampai dengan
pasal 43.

3. Instruksi Presiden Kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan
Kompilasi Hukum Islam terkait dengan skripsi ini khusus Bab IX
pasal 55 avat (2), pasal 56, pasal 57 hurut (a), pasal 58 ayat (1)
Huruf (a) dan (b).

4. Al Quran , Surat An Nissa ayat (3) dan ayat (129).
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2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian dan Dasar Poligami

Mengenai pengertian poligami, secara etimologi berasal dari
kata Polyamos yang berarti isteri lebih dari satu dan menurut
Soemiyati (1992:23), pengertian dari poligami adalah :

"Perkawinan anfara seorang lakilaki dengan lebih dari
seorang wanita dalam waktu yang saiu"

Sedangkan dalam UU No.l tahun 1974 maupun dalam
penjelasannya tidak dinyatakan secara tegas mengenai pengertian
vang dimaksud, namun dalam beberapa pasalnya secara impilsit
menunjukan bahwa polipami berarti seorang laki-laki beristeri lebih
dari seorang yang terdapatl pada pasal 3 ayat (2) UU No. 1 tahun
1974, yang berbunyi :

" Pengadilan, dapal memberikan ijin kepada seorang Ssuami

wituk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh
pthak-pihak yang bersangkutan”.

Dari uraian tersebut maka secara konkrit poligami berarti
seorang pria  yang mewmpunyai seorang isteri atau lebih
melangsungkan perkawinan lagi dengan wanita lain, sehingga
setelah perkawinan  tersebut  berlangsung jumlah  isterinya
bertambah dari jumlah yang telah ada pada saat sebelum
perkawinan. Jadi jika dirumuskan lebili lanjut pasal 3 ayat (2) ini
bahwa azas monogami tidak berlaku mutlak akan tetapi masih
terdapat peluang untuk tetap terjadinya poligami dan ternyata
poligami  werupakan salah satu  bentuk perkawinan. Dengan

demikian pengertian perkawinan dan tata cara perkawinan yang
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terdapat dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan
Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juga berlaku bagi
perkawinan poligami.

Jadi untuk melakukan poligami seorang suami harus terlebih
dahulu mengajukan permohonan ijin poligami kepada pengadilan
dan pengadilan mengijinkannya. terhadap hal ini Sri Wiyati Wiratno
Sokietno (1989:61), berpendapat :

"Balwa seorang suami hanya dapat diperbolehkan mendapat
fin dari pengadilan untuk melakukan poligami apabila ia
mendapal persetyjuan dari isteri pertama”.

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974
peraturan poligami untuk seorang suami semakin diperketat,
sehingga sistemn poligami yang dianut oleh umat Islam di Indonesia
harus memperhatikan ketentuan agama juga harus memperhatikan

ketentuan hukum perkawinan yang bersifat nasional.

2.3.2 Alasan-Alasan untuk Berpoligami
Sebagai syarat alternatif salah satu alasan yang dapat dipakai
untuk dapatnya seorang suami beristeri lebih dari seorang menurut
Undang-undang nomor 1 tahun 1974, antara lain :
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
Sehubungan dengan hal ini maka dalam penjelsan atas pasal 4
ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa :

“Isteri tidak dapat merjalankan kewaqjibannya sebagai isteri, tidak
dapat menjalankan  iidak sama artinya dengan tidak mau
menjalankan atau tidak menjalankan. Tidak dapat menjalankan
mungkin sebabnya karena tidak menjalankan walaupun sekali ia
mau dan ingin menjalankan. Maka jelasliah hendaknya, bahwa
tidak dapat menjalankan itu adalah karena sesuatu sebab yang
terletak diluar kemauan darn keinginan”.
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Tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri adalah dapat
berbentuk yang beragam tergantung dari penilaian hakim yang
dikuatkan dengan surat keterangan dokter atau surat keterangan
yang dapat diterima .

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan. Dijelaskan bahwa :

“"Cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
adalah suatu kerusakan yang permanen pada bagian badan,
seperti kehilangan kodrat melihat karena hancumya syaraf
penglihatan, kehilangan kemampuan berjalan atau kemampuan
mempergunakan tangan, karena tidak berkaki atau tangan atau
penyakit yang tidak dapat disembuhkan (idak mungkin lagi
disembuhkan, sehubungan dengan tingkat ilmu ketabiban
dalam masa yang dihadapi )".

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Alasan ini merupakan
alasan yang wajar sebab memperoleh keturunan adalah salah satu
dari tujuan perkawinan. Penggunaan alasan ini dalam
memberikan ijin poligami hakim harus mendapatkan keterangan
yang jelas dari suami atau dari pihak isteri. Apabila kemandulan
berasal dari pihak isteri maka alasan ini dapat diterima.

Setelah terbukti alasan ijin poligami, maka seorang suami
harus memenuhi syarat kumulatif yang merupakan persyaratan-
persyaratan untuk mendapatkan ijin poligami, antara lain :

1. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isterinya
Pengadilan akan memanggil isteri yang terdahulu untuk hadir
kedepan sidang guna di dengar keterangannya secara langsung
tentang apakah ada persetujuan apabila si suami kawin lagi.

Berdasarkan pasal 42 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975

pemanggilan pihak isteri kedepan sidang adalah keharusan.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan
hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
Maka pengadilan akan memeriksa tentang :
a.surat keterangan mengenai penghasilan suami yang di tanda
tangani oleh bendahara tempat kerja, atau
b. surat keterangan pajak penghasilan.
c. surat keterangan lain yang dapat di terima oleh pengadilan.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri

dan anak-anak mereka

2.3.3 Poligami dan Akibat Hukumnya

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum dimana
perkawinan pada hakekatnya adalah perjanjian hidup bersama
antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai isteri,
perkawinan mempunyai banyak akibat hukum diantaranya adalah
hak dan kewajiban suami isteri,’Harta Kekayaan Dalam Perkawinan

dan ketentuan pidananya. Adapun hak-hak suami dan isteri diatur di

dalam pasal 79 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang

menyebutkan bahwa,

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan
pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan
hukum.

Sedangkan kewajiban suami yang beristeri lebih dari seorang

dengan isteri-isterinya diatur didalam pasal 82 ayat (1) dan (2)

Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa

]
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(1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban
memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing
isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga
yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian
perkawinan.

(2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan
isterinya dalam satu tempat kediaman.

Sedangkan kewajiban dari isteri-isterinya diatur didalam pasal
83 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa,

(1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin
kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum
Islam.

(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga
sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dengan demikian akibat hukum dari adanya perkawinan
adalah menjadi suami isteri yang sah, baik secara hukum agama
maupun perundang-undangan, maka suami isteri tersebut harus
memenuhi hak dan kewajibannya, termasuk hak dan kewajiban
dalam melakukan perbuatan hukum.

Mengenai Hukum Harta Perkawinan diatur didalam pasal 94
ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa,

(1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai
isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri
sendiri.

(2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang

mempunyal isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat
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(1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang
kedua, ketiga atau keempat.

Dengan demikian harta bersama antara suami dengan isteri
pertama dan isteri kedua masing-masing terpisah dan berdiri sendiri
sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing yaitu antara
harta suami dan isteri-isterinya mempunyai hak sepenuhnya untuk
melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Selanjutnya
antara suami damn isteri-isterinya bertanggung jawab menjaga harta
bersama maupun harta bawaan masing-masing. Apabila terjadi
perselisihan antara suami dan isteri-isterinya tentang harta bersama,
maka penyelesain perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama.

Sedangkan mengenai ketentuan pidana dalam Hukum
Perkawinan di Indonesia antara lain terdapat di dalam pasal 45
Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan
Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa,

“ Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka barang siapa yang melanggar
ketentuan yang diatur dalam pasal 3, pasal 10 ayat (3) dan
pasal 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman
denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus
rupiah)”.

Sehingga apabila seorang suami yang hendak melakukan

poligami selama tidak memenuhi ketentuan peraturan perundng-
undangan tidak dibenarkan melakukan polgami. Apabila poligami itu

tetap dilakukan oleh seorang suami maka suami tersebut dapat
dikenai sanksi pidana yaitu dihukum dengan hukuman denda

setinggi-tinggimnya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
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II. PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Ijin Poligami
Sejak berlakunya Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun

1974 jo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka prosedur

jin poligami di Pengadilan Agama Jember tidak menyimpang dari

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan tersebut. Dalam pelaksanaannya, apabila
seorang suami akan mengajukan ijin poligami harus memenuhi
beberapa macam surat keterangan yang telah ditetapkan oleh

Pengadilan Agama, antara lain :

8 surat permohonan tertulis kepada pengadilan oleh yang
bersangkutan (pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Agama
nomor 3 tahun 1975). Apabila dalan menyatakan kehendaknya
tidak dapat secara tertulis maka dapat dibantu oleh orang lain
tetapi harus dibubuhi cap jempol atau tanda tangannya
sendiri.

= surat keterangan tentang keadaan yang dapat dijadikan alasan
untuk poligami (pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 1
tahun 1974 jo pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor
9 tahun 1975). Dalam hal ini seorang suami harus mampu
membuktikan bahwa alasan yang diajukan itu benar,
diantaranya :

a. bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagai isteri ;

b. bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang
tidak dapat disembuhkan ;

19
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ci Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Surat persetujuan dari isteri yang harus dikuatkan dengan
ucapan isteri yang bersangkutan di muka sidang pengadilan
(pasal 5 ayat (1) UU Nomor | tahun 1974 jo pasal 41 huruf (b)
PP Nomor 9 tahun 1975 ). Surat persetujuan ini dibuat dan
ditandatangani oleh si isteri yang kemudian dilampirkan
bersama permohonan si suami untuk mendapatkan  ijin
poligami. Di dalam sidang, hakim akan memeriksa kebenaran
isi pernyataan tersebut. Karena kadang-kadang si suami
memaksa isterinya uantuk menyetujuinya. Tetapi undang-
undang masih memberikan pengecualian Jjika persetujuan isteri
yang dimaksud tidak diperlukan lagi dalam hal :

a. Isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin  diminta
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam
perjanjian, atau

b. Apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-
kurangnya 2 tahun, atau

& Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapatkan
penilaian dari hakim (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 1 tahun
1975).

Surat keterangan yang dapat membuktikan bahwa suami

mampu untuk menjamin isteri-isteri dan anak-anaknya (pasal

5 ayat (1) huruf (b) jo PP Nomor 9 tahun 1973). Peraturan

Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 jo PP Nomor 9 tahun

1975 telah memberikan pedoman tertentu untuk mengetahui

kemampuan suami yang akan berpoligami, yaitu dengan cara

menunjukan
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Surat  keterangan mengenai pengasilan suami yang
ditanda tangani oleh bendahara tempat ia bekerja,

Surat keterangan pajak pengahailan, atau

Jika pengusaha maka harus menunjukan ijin usahanya,
alau

Jika mempunyai sawah maka yang ditujukan adalah hak
kepemilikannya, atau

Surat  keterangan  lain  yang dapat  diterima  oleh
pengadilan,

Tujuan diadakan persyaratan ini oleh pembentuk
undang-undang dimaksudkan oleh karena tujuan dari
setiap perkawinan ialah mencapai keluarga bahagia,
Dengan adanya persyaratan yang mengharuskan adanya
surat keterangan tentang kemampuan suami untuk
menjamin keperluan hidup isteri-isteri beserta anaknya,
maka perkawinan poligami di masa yang akan datang
akan benar-benar mencapai tujuannya. Disamping itu
juga untuk memperkecil jumlah perkawinan poligami
beserta akibat negatifuya, karena dengan persyaratan
yang berat hanya orang-orang tertentu saja yang dapat

berpoligami,

Surat keterangan bahwa suami akan berlaku adil terhadap

isteri-isteri dan anak-anaknya (pasal 5 ayat (1) hurut (¢) UU

Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (d) PP nomor 9 tahun

1975). Untuk menjamin bahwa seorang suami akan dapat

berlaku adil, maka harus dibuktikan dengan pernyataan dari

suami tersebut, yang dilakukan dengan pengisian formulir
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yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama di tanda tangani

dihadapan Hakim Pengadilan Agama.

Apabila seorang suami yang hendak poligami telah
memenuhi syarat material dan syarat formil, prosedur selanjutnya
suami tersebut harus membuat surat permohonan secara tertulis ke
Pengadilan Agama, yang harus di tanda tangani sendiri oleh
Pemohon. Permohonan heserta lampiran kemudian dimasukan
kepada kepaniteraan Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya.
Kemudian kepaniteraan memeriksa persyaratan yang harus dipenuhi
oleh Pemohon, dalam jangka waktu 30 hari setelah dimasukannya
permohonan ke Pengadilan Agama (pasal 42 ayat (2) PP Nomor 9
tahun 1975), Pemohon, isteri, wali dan saksi jika diperlukan di
panggil untuk mengahadap sidang guna didengar keterangannya
secara langsung,

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan salah satu
pihak tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah dilakukan
pemanggilan  dengan cara menenempelkan surat panggilan
menghadap sidang pada papan pengumumean di pengadilan dan
diumumkan melalui surat kabar, media massa yang ditetapkan oleh
pengadilan (pasal 27 Ayat (1) PP Nomor 9 tahun 19735}, pemanggilan
dilakukan melalui media massa yang sah. Pengadilan akan memutus
verstek, jika ternyata salah satu atau beberapa pihak tetap tidak
hadir,

Dalam sidang permohonan ijin poligami, hakim memeriksa
kembali surat permohonan yang telah memenuhi syarat material,
syarat formil dan keterangan dari para pihak. Jika permohonan ijin
poligami itu cukup alasan dan memenuhi syarat untuk beristeri lebih

dari seorang kepada pemohon (pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri
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Agama nomor 3 tahun 1975). Setelah ijin diberikan maka perkawinan
di langsungkan melalui prosedur akad nikah di Kantor Urusan
Agama,

Adakalanya Pengadilan Agama akan menolak permohonan
poligami yang diajukan Pemohon. Dalam hal inj Pemohon tersebut
tidak memenuhi prosedur yang ditentukan oleh undang-undang,
seperti tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Setelah
penulis wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Pengadilan Agama
Jember, permohonan ijin poligami yang tidak dikabulkan disebabkan
faktor terutama penghasilan Pemohon yang wmengajukan ijin
poligami. Pengadilan Agama tidak memberikan ijin poligami apabila
diketahui dari bukti-bukti yang ditunjukan selama persidangan
membuktikan, halwa penghasilan Pemohion tidak mencukupi untuk
menghidupi jika ia menikah lagi. Dalam hal ini hakim tidak aken
pernah mengabulkan permohonan poligami tersebut., Meskipun
Pemohon bersikeras keinginannya dikabulkan karena sebab-sebab
tertentu, misalnya ia telah menghamili wanita lain dan isteri pertama

menyetujui suaminya menikah lagi,

3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember Untuk
Mengabulkan Permohanan Poligami dalam Perkara No.
3499 /Pdt.G/1999/PA.Jr

Hakim Pengadilan Agama Jember dalam pertimbangan

Jhukumnya  telah memeriksa, mengadili dan menetapkan atas kasus

perkara  No.3499/ Pdt.G/ 1999/ PA.Jr yang berdasarkan  pada

permohonan ijin perkawinan poligami yang diajukan oleh Pemohon

Satuki Bin P.Kasturi adalah sebagai berikut :
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l. menimbang bahwa terhadap perkara ini telah memenuhi alasan-
alasan dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 4
ayat (2) huruf (a) dan pasal 5 ayat (1) huruf (a), (b) dan (¢) Undang-
undang nomor 1 tahun 1974,

2. menimbang bahwa permohonan poligami telah sesuai dengan
Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan
Undang-undang nomor 1 tahun 1974 khususnya Bab VIII pasal
40.41.42,43 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.

3. menimbang dengan didasarkan pada Instruksi Presiden kepada
Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam
khususnya Bab IX pasal 55 ayat (2), pasal 56, pasal 57 huruf (a),
pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan (bj.

4. menimbang Al Qur’an Surat An-Nissa ayat (3) dan ayat (129).

Berdasarkan uraian tersebut Hakim Pengadilan Agama Jember
menimbang bahwa Pemohon hendak kawin lagi dengan wanita lain,
dengan alasan isteri pertama mempunyai sakit fisik hingga lumpuh

(bukti P.1) sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai

isteri hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (a)

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 57 huruf (a) Kompilasi

Hukum Islam, alasan mana lernyata dalam persidangan telah diakui

dan tidak dibantah kebenarannya.Dan  bahwa terbukti pula

Termohon telah tidak keheratan atas maksud Pemohon hendak

kawin lagi denéan wanita lain hal ini telah tertuang dalam surat

pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang ditandatangani oleh

Termohon (bukti P.3) yang berarti bahwa syarat persetujuan isteri

sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-undang

nomor 1 tahun 1974 jo pasal 58 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum

Islam terbukti telah ada.
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Menimbang bahwa demikian pula pihak Pemohon telah
menyatakan sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan
anak-anaknya schagaimana tertuang dalam surat pernyataan
berlaku adil yang telah ditandatangani Pemohon (bukti P.4) hal ini
telah sesuai.dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-
undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum
Islam. Dan bahwa untuk membuktikan tentang adanya kepastian
bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan
anak-anaknya sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (b)
Undang-undang nowmor 1 tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf (b)
Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Pemohon telah memiliki
penghasilan setiap hari Rp. &.000,-(bukti P.8)

Menimbang bahwa menurut ajaran  Islam  poligami
diperbolehkan dengan syarat-syarat yang sangat berat yakni harus
mampu berbuat adil sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam Surat
An-Nissa ayat (3) namun disebutkan pula dalam ayat (129) yang
menyatakan bahwa “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil
diantara istenmu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian”
akan tetapi hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan antara
Pemohon dengan calon isteri keduannya tidak segera dilaksanakan
akan membawa kemadharatan yang lebih besar kalau dibandingakan
dengan kemaslahatannya. Dan bahwa herdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut diatas terbukti dalil-dalil yang dikemukakan
oleh Pemohon sebagai alasan untuk dijjinkan kawin lagi dengan
wanita lain terbukti telah memenuhi pasal 4 dan pasal 5 Undang-
undang nomor | tahun 1974 jo. Pasal 40,41,42 dan 43 Peraturan
Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 55,56,57 dan 58 Kompilasi

Hukum Islam sechingga dengan demikian cukup alasan bagi Pemohon
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untuk diberikan ijin kawin lagi dengan calon isteri keduannya
tersebut dan oleh karena permohonan diajukan oleh Pemohon,
menurut pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 maka biaya
perkara haruslah dibebankan kepadanya.

Dari alasan-alasan yang diajukan Pemohon maka alasan yang
paling menonjol adalah karena keadaan fisik Termohon sebagai isteri
pertama tidak memungkinkan untuk melaksanakan kewajibannya
sebagai isteri layaknya. Dari hasil wawancara dengan Hakim
Pengadilan Agama Jember, bahwa untuk dikabulkannya permohonan
poligami itu pertama-tama harus menmenuhi pasal 4 ayat (2) Undang-
undang nomor 1 tahun 1974, apabila memenuhi salah satu alasan
untuk beristeri lebih  dari seorang hakim akan mengabulkan
permohanan poligami. Tetapi bila tidak memenuhi salah satu alasan
atau ketiganya, maka hakim tidak akan mengabulkan permohonan
1jin poligami tersebut, Alasan-alasan yang diajukan Pemiohon ini telah
memenuhi apa yang ditentukan oleh pasal 4 ayat (2) huruf (a) UU
Nomor 1 Tahun 1974,

Selanjutnya untuk dikabulkannya permohonan poligami juga
harus memenuhi ketentuan yang ada pada pasal 5 ayat (1) UU nomor
I tahun 1974. Dengan permohonan gin poligami dari Pemohon yang
disertai alasan-alasan, untuk menambah kevakinan hakim di
persidangan dalam memberikan pertimbangan maka Hakim
Pengadilan Agama Jember memanggil para pihak untuk dimintai
keterangan. Karena Termohon tidak dapat hadir maka petugas dari
pengadilan datang ke rumahnya untuk memperoleh keterangan dan
keterangan diperolch dari isteri dan tiga orang saksi. Disamping itu

diperkuat dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon.
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Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan di
persidangan terhadap perkara No.3499/Pdt.G/ 1999/PA.Jr pada
akhirnya hakim memberi putusan ijin beristeri lebih dari seorang
kepada Pemohon yang bernama Satuki Bin P. Kasturi dengan
seorang wanita yang bernama Sukardi Binti Mat Kandar dan
membebankan biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar
Rp. 106.500,- (Seratus enam ribu lima ratus rupiah). Adapun
putusan ijin poligami ini dijatuhkan oleh Hakim H. Agus Widodo,
S.H., pada hari Senin tanggal 31 Januari 2000 dengan dihadiri oleh
Pemohon dan pihak-pihak yang bersangkutan sedangkan Termohon
tidak hadir oleh karena itu hakim menjatuhkan putusan verstek dan
dibacakan di persidangan dan mempunyai kekuatan hukum tetap
sejak tanggal 15 Februari 2000.

1.3. Kajian

Beberapa uraian yang telah penulis kemukakan dalam
kerangka teoritis dan beberapa data yang diperoleh dari Pengadilan
Agama Jember, penulis akan memberikan kajian secara sederhana.
Pengkajian ini didasarkan pada data-data lisan dan data tertulis yang
diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama Jember dalam rangka
menjelaskan pertanyaan penulis.

Setelah menyimak pertimbangan-pertimbangan hakim dan
mempelajari amar putusan hakim yang memeriksa perkara No.
3499/ Pdt.G/ 1999/ PA.Jr, maka penulis dapat melakukan kajian
bahwa Sukati Bin Kasturi sebagai Pemohon yang mengajukan ijin
poligami ke Pengadilan Agama Jember, berkehendak menikah lagi

dengan perempuan lain meskipun Pemohon telah mempunyai istri,
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Berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974
pasal 5 ayat (1) huruf (¢) yang pada intinya menjelaskan tentang
“Adanya jaminan bahwa suami akan beriaku aclil lerhadap isteri-isteri
dan anak-anaknya®. Menurut penulis berlaku adil disini adalah
perlakuan yang adil dalam melayani istri  seperti memenuhi
kebutuhan isteri dan anak-anaknya, termasuk pakaian, tempat
tinggal dan giliran mengunjungi. Hal ini merupakan beban tanggung
jlawab seorang suami.

Menurut penulis syarat bahwa jaminan suami akan berlaka
adil terhadap isteri dan anak-anaknya dirasakan sulit untuk

merumuskannya karena adil atag rasa adil itu dirasakan bersifat

relatif atau subyektif, akan tetapi berdasarkan pasal 41 huruf (d)
Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 menyebutkan bahwa
Jaminan untuk berlaku adil itu, dituangkan dalam pernyataan janji
tertulis yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan.

Selanjutnya dari uraian tersebut diatas maka timbul suatu
pertanyaan yaitu jaminan apa yang diberikan oleh Pengadilan Agama
apabila Pemohon setelah dikabulkannya ijin poligami itu melakukan
wan prestasi atau ingkar janji tidak dapat berlaku adil terhadap
isteri-isterinya, setelah penulis melakukan wawancara dengan Hakim
Pengadilan Agama Jember, maka disini penulis dapat mengkaji
bahwa jaminan yang diberikan oleh Pengadilan agama itu tidak ada
karena tidak mungkin pengadilan akan selalu mengawasi Pemohon
setelah diputuskannya jin poligami itu namun apabila Pemohon
melakukan wan prestasi maka pihak isteri-isteri tersebut dapat
mengajukan gugatan ke pengadilan, misalkan apabila Pemohon
dalam memberi nafkah keperluan hidup kepada isteri pertama

~dengan isteri kedua tidak sama,
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Setelah penulis melakukan wawancara dengan Hakim
Pengadilan Agama Jember, permohonan ijin poligami yang tidak
dikabul kan disebabkan faktor terutama penghasilan Pemohon yang
mengajukan ijin poligami. Pengadilan Agama tidak akan memberikan
ljin poligami apabila diketahui dari bukti-bukti yang ditunjukkan
selama persidangan membuktikan, bahwa penghasilan Pemohon
tidak mencukupi untuk menghidupi jika ia menikah lagi. Dalam hal
ini hakim tidak akan pernah mangabulkan permohonan poligami
tersebut. Meskipun pemohon bersikeras keinginannya dikabulkan
karena sebab-sebab tertentu, misalnya Pemohon telah menghamili
wanita lain dan isteri pertama menyetujui suaminya menikah lagi.

Disini pertimbangan hakim dalam mengabulkan ijin poligami,
Pemohon diketahui dari bukti-bukti yang ditunjukkan selama
persidangan yang membuktikan bahwa Pemohon mempunyai
penghasilan Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) setiap harinya.
Kemudian yang menjadi permasalahan adalah apakah dengan
penghasilan sebesar Rp. 8.000,- dapat mencukupi keperluan hidup
dengan dua isteri dan bagaimana pula jika dengan isteri kedua
tersebut Pemohon mempunyai anak.

Menurut penulis, walaupun Pemohon hanya berpenghasilan
sebesar Rp. 8.000,- setiap harinya, Pemohon masih dapat memenuhi
kebutuhan hidup isteri-isterinya dikarenakan Pemohon, Termohon
dan calon isteri kedua bertempat tinggal di desa dimana
perekonomian pedesaan masih bisa dijangkau dengan penghasilan
sebesar itu. Disamping itu Pemohon juga memanfaatkan pekarangan
rumahnya untuk berkebun dan beternak ayam, sehingga bisa

meringankan kebutuhan hidupnya.
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Dengan berdasarkan dua ketentuan tersebut, maka penulis
dapat memberikan kajian bahwa pada pokoknya penulis setuju atas
keputusan Pengadilan Agama Jember untuk permohonan poligami
yang diajukan oleh Pemohon karena untuk bisa diterimanya
permohonan ijin poligami yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan
Agama maka harus melalui prosedur-prosedur yang telah detentukan
UU Nomor 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975. Pengadilan Agama Jember selama ini dalam menerima dan
mengijinkan pemohon untuk berpoligami telah sesuai dengan
prosedur dan tidak pernah menyimpang dari ketentuan yang ada.
Akan tetapi disamping memenuhi ketentuan diate;s," Hakim
Pengadilan Agama Jember telah memberikan alasan-alasan lain yang
dapat dijadikan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan
poligami tersebut. Pemohon dalam mengemukakan alasan-alasanhya
yang diberikan selama persidangan oleh para pihak telah dibuat
dengan sebenarnya, bukan karena hasil pengaruh daya paksd atau

penipuan dan lain-lain.
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IV, KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bhab terakhir yang merupakan bab penutup ini akan
penulis kemukakan beberapa pokok kesimpulan dan saran untuk

melengkapi penulisan skripsi ini.

4.1 Kesimpulan

j [F Prosedur ijin poligami di Pengadilan Agama Jember telah
sesuai dengan apa yang ada dalamn ketentuan Undang -undang
Perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah
nomor 9 tahun 1975. Untuk mengajukan ijin poligami harus
memenuhi beberapa macam surat keterangan yang ditetapkan
oleh Pengadilan Agama, antara lain y surat permohonan tertulis
ke Pengadilan Agama, surat keterangan mengenai keadaan
yang dapat dijadikan alasan untuk berpoligami, surat
keterangan bahwa suami akan herlaku adil terhadap isteri-
isteri dan anak-anaknya. Apabila seorang suami yang akan
berpoligami telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil,
Pengadilan tidak akan mempersulit. Jadi hanya orang-orang
tertentu saja yang benar-benar sanggup memenuhi syarat
tersebutl yang dapat diberikan ijin oleh Pengadilan Agama
untuk dapat beristeri lebih dari seorang.

2 Dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan
Agama Jember untuk mengabulkan permohonan ijin poligami
didasarkan pada ketentuan yang ada pada pasal 4 ayat (2)
huruf (&) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, bahwa karena

alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
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